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BAB III 

PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN TIDAK 

PERAWANNYA PEREMPUAN 

A. Keperawanan 

1. Keperawanan Menurut Ilmu Kedokteran 

Dalam dunia kedokteran Vri-gin (I-Virgo) adalah apabila seorang 

belum pernah melakukan hubungan seksual . Vir-gin-al adalah berkenaan 

dengan seorang yang perawan/keperawanan. Vir-gin-ity (L.Virginitas) 

adalah keadaan masih perawan.106 Keperawanan artinya adalah keadaan 

belum pernah berhubungan seksual, dalam bahasa inggris, perawan 

disebut Virginity.107 Kata perawan atau virgin berasal dari kata virgo dalam 

bahasa yunani dan latin yang berarti gadis atau perawan. Kata “Perawan” 

dalam bahasa Indonesia memiliki akar dari kata “rawan” atau mudah 

terkena sesuatu atau patah atau robek. Dengan demikian , secara 

etimologis pada awal kata “perawan” tidak hanya menunjuk pada wanita 

saja tetapi bisa juga dikenakan pada laki-laki. Analogi kata “perjaka” dan 

“keperjakaan” malah mengaburkan makna yang tersirat didalamnya. 

Seakan-akan “perjaka tidak memiliki sifat yang rentan seperti yang 

dijelaskan sebelumnya.108  

 
106 W. A. Newman Dorland, Kamus Kedokteran Dorland, trans. oleh Huriawati Hartanto dan 

Herni Koesoemawati, 29 ed. (Jakarta: Penerbit buku Kedokteran EGC, 2002), 2398. 
107 John M. Echols dan Hasan Sayadly, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, 24 ed. (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2000), 630. 
108  Pribakti, Tips dan Trik Merawat Organ Intim : Panduan Praktis Reproduksi Wanita 

(Yogyakarta: Pustaka Banua, 2008), 1. 
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Tinjauan masalah keperawanan tergantung dari mana melihatnya, 

biasa ditinjau dari religious atau sosial. Batasan keperawanan untuk 

masyarakat Indonesia pada umumnya masih sangat relatif, yaitu diukur 

dari ada tidaknya pendarahan pada saat berhubungan suami istri pada 

pertama kali. Padahal pendarahan atau tidaknya pada saat pertama kali 

berhubungan sangat tergantung dari jenis hymen (selaput dara). Jika jenis 

hymennya tebal maka untuk merobeknya diperlukan beberapa kali 

hubungan suami istri atau bahkan tidak keluar darah sama sekali, sehingga 

robekan selaput dara (curuncula hymenalis) terjadi saat melahirkan. 

Selaput dara mempunyai bentuk yang berbeda-beda, dari yang 

siminular atau bulan sabit yang berlubang-lubang dan yang ada 

pemisahnya (septum). Kekuatan selaput dara pun berbeda-beda, mulai 

yang kaku sampai yang lunak sekali. Hiatus himenetalis (lubang selaput 

dara) berukuran dari seujung jari. Umumnya selaput dara ini sobek pada 

saat melakukan hubungan intim, namun kecelakaan atau benturan keras 

yang mengenai vagina bisa berakibat pendarahan dalam vagina, dan 

pengoyakan hymen. 

Selaput dara yang elastis menyebabkan tidak mudah robek bahkan 

pada hubungan sex sekalipun. Ada juga yang sangat tipis dan sangat rapuh 

sehingga sangat mudah robek lewat aktifitas lain. Kalau seorang 

perempuan ketika berhubungan seks pertama kali tidak mengeluarkan 

darah, ada beberapa kemungkinan. Mungkin hymen itu sudah robek, tapi 

darahnya tidak banyak, jadi tidak mudah terlihat oleh mata. Banyak orang 
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mengira kalau selaput dara robek maka darah akan keluar banyak. 

Sebetulnya hymen itu sangat tipis sehingga robeknya tidak selalu 

menyebabkan keluarnya darah.109 

2. Keperawanan Menurut Islam 

Dalam Islam tidak ada pembahasan secara spesifik tentang 

keperawanan, namun ada beberapa hukum yang berkaitan dengan dengan 

keperawanan, diantaranya adalah tentang perwalian bagi wanita yang akan 

menikah. Rasulullah SAW beberapa kali menikahkan wanita yang tidak 

perawan lagi, sehingga keperawanan ini tidak menjadi permasalahan. 

Dalam islam yang menjadi permasalahan adalah cara hilangnya 

keperawanan tersebut, apakah dengan cara yang benar, dalam hal ini 

adalah pernikahan yang sah atau dengan cara diobral dengan alasan 

keduniawian. Islam sangat ketat mengatur tentang prosedur 

menghilangkan keperawanan ini, yang hanya bisa dilakukan dengan 

prosedur perkawinan yang sah. Pelanggaran dari prosedur ini diganjar 

dengan hukuman yang sangat berat. 

Pembahasan mengenai virginitas tidak dibahas terlalu rinci dan detail 

dalam fiqih. Karena, pembahasan mengenai ini sudah dibakukan dengan 

pembahasan mengenai pengharaman zina. Yang mana, zina memiliki arti 

yakni memasukkan penis (zakar) ke dalam vagina (faraj) yang bukan 

miliknya (bukan istrinya) dan tidak ada unsur syubhat. Maksudnya disini 

 
109 Pribakti, 16. 
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yakni, pertama, perbuatan yang dihukumi dengan zina yaitu apabila 

terjadinya senggama antara dua jenis kelamin diluar ikatan pernikahan. 

Maka perbuatan seperti ciuman, berpelukan, bercumbu rayu, bermesraan, 

dan lain sebagainya tidaklah dihukumi dengan zina, tetapi dihukumi 

dengan hukum ta’zir atau hukum yang bertujuan untuk edukatif agar 

pelaku meninggalkan perbuatannya dan terhindar dari zina. Kedua, 

perbuatan tidak dihukumi zina, apabila terjadi kekeliruan atau kesilapan 

seorang suami yang menggauli seorang perempuan yang dianggap adalah 

istrinya, setelah persetubuhan terjadi akhirnya suami tersebut menyadari 

bahwa perempuan yang digaulinya bukanlah istrinya, maka hal demikian 

tidak pula dihukumi dengan perbuatan zina. Namun, hal semacam ini 

sangat jarang terjadi. Ukuran dari zina ini yakni apabila terbenamnya 

kemaluan laki-laki ke dalam vagina perempuan minimal sampai batas 

hasyafah (kepala zakar) atau paling sedikit, atau yang sejenis hasyafah jika 

zakar tidak mempunyai hasyafah, dan menurut pendapat yang kuat zakar 

tidak disyaratkan ereksi. 

Kalangan Syafi’iyah memandang yang dimaksud janda adalah wanita 

yang telah hilang keperawanannya sebab persenggamaan yang halal 

seperti akibat zina atau persenggamaan yang syubhat saat tidur atau 

terjaga, dan tidak mempengaruhi hilangnya keperawanan yang bukan 

akibat jatuh, kelancaran darah haid, atau lamanya menjadi perawan tua, 

dan menurut pendapat yang paling shahih bukan akibat jari jemari dan 

sejenisnya. Maka hukum wanita demikian dihukumi masih perawan. 
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Perawan merupakan istilah bagi perempuan yang belum pernah 

bersenggama sama sekali, perempuan tersebut perawan asli.110 

Perempuan yang hilang perawannya akibat terjungkir, haid yang 

deras, luka atau perawan tua dikategorikan masih perawan, begitu pula 

dengan perempuan yang sudah menikah dengan ikatan yang sah atau 

karena ditalak atau pun janda ditinggal mati suaminya sebelum 

bersenggama, digauli atau dicumbui disebut perawan atau perempuan 

yang dipisahkan oleh hakim dari suaminya yang impoten atau terpotong 

alat kelamin suaminya juga tergolong perawan asli. 

Perawan menurut kalangan Hanafiyyah merupakan istilah bagi 

perempuan yang telah hilang perawannya sebab pernikahan dan bukan 

lainnya. Perempuan yang hilang keperawanannya akibat senggama seperti 

terjungkir, haid yang kuat, akibat luka atau perawan tua juga dikategorikan 

perawan asli baik secara hakikat dan hukumnya. Kalangan Malikiyyah 

menyebut perawan adalah perempuan yang belum pernah bersenggama 

dengan akad yang rusak yang mendudukinya, sebagian pendapat 

menyatakan perawan merupakan istilah dari perempuan yang belum 

hilang keperawanannya sama sekali.111 

Imam al-Haramain al-Juwaini dalam kitab Nihayah al-Mathlab fi 

Dirayah al-Madzhab. Menurutnya keperawanan itu menggambarkan atau 

mengandaikan tentang selaput dara atau hymen. Perempuan perawan 

 
110 Rohana, “Konsep Keperawanan Dalam  Kasus Pembatalan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan 

Feminisme,” 90. 
111 Rohana, 91. 
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adalah perempuan yang keperawanannya atau selaput daranya masih utuh. 

Setidaknya ada dua kategori hal-hal yang bisa menyebabkan keperawanan 

itu hilang.  

Kategori pertama hilangnya keperawanan karena hubungan badan. 

Hubungan badan dalam konteks ini meliputi hubungan badan yang halal, 

yang haram, atau yang syubhat (wathi syubhah). Dalam hal ini perempuan 

yang melakukan hubungan badan, baik hubungan badan yang halal atau 

yang tidak halal maka statusnya adalah bukan perawan (tsayyib). 

Kategori kedua, hilangnya keperawanan di luar hubungan badan. 

Misalnya seorang perempuan bisa hilang keperawanannya karena 

melakukan lompatan, memasukan jari-jemarinya ke dalam kemaluannya, 

atau bisa juga karena terlalu lama melajang. Dalam kasus ini Imam al-

Haraiman al-Juwaini menghadirkan dua pendapat.   Pendapat pertama ia 

masuk dalam kategori tidak perawan karena hilangnya keperawanan. 

Sedang pendapat kedua mengatakan bahwa ia masih masuk kategori 

sebagai perawan karena faktanya ia tidak pengalaman berhubungan 

dengan laki-laki.112 

Dan seandainya keperawanan itu hilang karena melompat-lompat, 

terkena jari-jemari, lama tidak mau menikah (perawan tua) atau melajang 

maka dalam kasus ini ada dua pendapat. Pertama, ia dikategorikan sebagai 

janda karena hilangnya keperawanan. Kedua, ia tetap dianggap sebagai 

perawan karena keperawanan itu mengandaikan ketiadaan pengalamannya 

 
112 Rohana, 92. 
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dalam berhubungan dengan laki-laki, sedangkan hal ini (pengalaman 

berhubungan dengan laki-laki) tidak ada.113 

Dengan demikian, konsep keperawanan dalam hukum Islam 

merupakan konsep terhadap perempuan yang belum pernah melakukan 

hubungan badan baik secara haram (zina) maupun secara halal (menikah) 

maka perempuan ini disebut perawan. Hal ini juga berarti tidak 

mengharuskan bahwa perempuan harus memiliki hymen atau selaput dara 

yang utuh dalam konteks harus mengeluarkan darah ketika pertama kali 

melakukan hubungan badan. Perawan dalam Islam menyebutkan dalam 

hal ini, konsep perawan bukan dilihat dari selaput dara tetapi konsep diri 

perempuan itu sendiri pernah atau tidak melakukan hubungan badan, 

selama belum pernah melakukan hubungan badan dalam halal maupun 

haram maka tetap disebut perawan.114 

Berdasarkan hal ini pula bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan 

dalam pernikahan meskipun perawan memiliki nilai yang lebih 

diistimewakan dalam memilih pasangan hidup (pernikahan). Perawan 

dalam konteks ini menekankan bahwa perempuan yang perawan berarti 

perempuan yang menjaga dirinya dari sesuatu yang merusak 

kehormatannya (zina) dan tidak pernah melakukan hubungan badan dalam 

hal apapun. Sehingga apabila perempuan tersebut benar tidak pernah 

melakukan hubungan badan maka tidak ada hak atau hukuman yang dapat 

 
113 Ibid, hlm. 43 
114 Rohana, “Konsep Keperawanan Dalam  Kasus Pembatalan Pernikahan Perspektif 

Hukum Islam Dan Feminisme,” 93. 
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dituduhkan kepadanya bahwa perempuan tersebut bukan perawan dan 

berhak atas pernikahan yang seharusnya dapat memuliakannya.115 

3. Penyebab Hilangnya Keperawanan 

Jaringan vulva (bagian luar alat kelamin wanita) biasanya sangat tipis 

dan mudah sobek sebelum pubertas. Kegiatan apa saja yang menekan 

jaringan vulva biasa merusak atau merobek hymen (selaput dara). Banyak 

gadis-gadis yang tidak sadar kalau selaput daranya sudah robek atau hilang 

sebab aktivitas fisik seperti: naik kuda, bersepeda, memasukan tampon 

atau ketika menstrubasi gadis ini tidak tahu karena mungkin tidak terjadi 

pendarahan atau darah yang menetes terlalu sedikit, juga tidak terasa sakit 

atau terjadi ketika ia masih kanak-kanak sehingga ia lupa atau tidak 

mengerti apa yang telah terjadi.116  

Ketika seorang gadis bersengama, hymen ini akan rusak dan sobek 

oleh penis yang ereksi. Hal ini bisa disertai rasa sakit atau tidak nyaman 

dan pendarahan bisa juga tidak. Begitulah selain karena hubungan seksual, 

hal-hal non-seksual berikut ini juga bisa merobek hymen seperti: 

a. Kecelakaan atau luka seperti jatuh terduduk dan terkena benda yang 

menonjol, memanjat pagar atau pohon. 

b. Kegiatan olahraga seperti naik kuda, naik sepeda, lompat tinggi, lari 

halang rintang, senam dan aktivitas lain seperti menari. 

 
115 Rohana, 94. 

116  Dono Baswardono dan Sunarwoto Dema, Perawan Tiga Detik (Yogyakarta: Galang 

Press, 2005), 32. 
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c. Mastrubasi, terutama yang dilakukan dengan benda asing besar seperti 

lilin atau vibrator.117 

Menurut Muh. Nu'aim, dalam Fikih Kedokteran, menjelaskan 

penyebab hilangnya selaput dara diantaranya: Pertama, hilangnya selaput 

dara karena sesuatu yang tidak dikategorikan maksiat seperti perkosaan, 

naik sepeda dan sebagainya. Kedua, hilangnya selaput dara karena maksiat 

atau berzina, dan Ketiga, hilangnya selaput dara karena pernikahan.118 

Mungkin setiap kejadian munculnya pendarahan dari vagina pada 

perempuan lajang yang bukan disebabkan persetubuhan, melainkan 

disebabkan terjadinya pencederaan selaput dara, termasuk pada kejadian 

perkosaan.119 

Hymen atau selaput dara bukanlah indikator mutlak keperawanan 

seorang gadis. Selaput dara bisa saja robek tetapi si gadis masih perawan, 

atau sebaliknya, selaput dara tidak robek padahal si gadis sudah tidak 

perawan. Hal ini bisa terjadi karena definisi "tidak perawan" adalah pernah 

melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis, tidak peduli apakah 

selaput daranya robek atau tidak.120 

 
117 Baswardono dan Dema, 33. 
118 M. Nu’aim Yasin, Nayif Mahmud Ma’ruf, dan Abdul Qadir Al-Jailani, Fiqih Kedokteran, 

trans. oleh Munirul Abidin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 207. 
119 Hendrawan Nadesul, Cara Sehat Menjadi Perempuan Cantik-Feminim-Cerdas (Jakarta: 

Kompas, 2008), 29–30. 
120 Ahmad Sudirman Abbas, Problematika Pernikahan dan Solusinya (Prima Heza Lestari, 

2006), 8. 
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Virginitas itu hilang begitu telah terjadi hubungan seks, baik merusak 

hymen atau tidak. Robeknya hymen hanya salah satu indikasi saja, 

meskipun tidak selalu identik dengan masih perawan atau tidak. 

4. Ciri-Ciri Keperawanan 

Ciri-ciri fisik seorang perawan adalah dengan utuhnya selaput dara 

yang berada pada daerah vagina. Hilangnya keperawanan umumnya 

disertai dengan keluarnya darah dari daerah vagina (tergantung bentuk dan 

ketebalan selaput dara) saat hubungan seksual pertama kali. 

Keperawanan merupakan suatu hal yang sangat berharga bagi setiap 

kaum perempuan yang masih gadis. Masih memiliki keperawanan bagi 

seorang gadis membuat perempuan tersebut memiliki tingkat derajat yang 

lebih tinggi dari pada gadis lainnya. Menjaganya merupakan suatu hal 

yang gampang-gampang susah. Hymen atau selaput dara adalah selaput 

tipis yang mengelilingi lingkaran vagina wanita muda. Hymen dapat 

berupa berbagai bentuk, bentuk yang paling umum adalah seperti setengah 

bulan. Bentuk inilah yang memungkikan darah menstruasi mengalir dari 

vagina seorang wanita. Selain itu ada juga beberapa bentuk lain dari hymen 

diantaranya :121 

a. Bentuk annulus sempurna selaput dara. Hal ini disebut annulus karena 

selaput dara membentuk sebuah cincin di sekeliling lubang vagina. 

 
121  Laila Wahidah, “Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Ketidakgadisan (Analisis 

Putusan Nomor : 019/Pdt.G/2007/PA.Bks)” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 41–

42. 



110 

 

 

Dan bentuk selaput Dara yang seperti inilah yang disebut perawan. 

Selaput seperti ini biasanya masih dimiliki gadis usia 13 tahun 

kebawah. 

b. Bentuk selaput dara berbentuk crescentic. Membentuk sebuah bentuk 

sabit, seperti bulan setengah, di atas atau (seperti dalam kasus ini) di 

bawah vagina. Bentuk Selaput Dara seperti ini juga masih dapat 

dikatakan Perawan. 

c. Bentuk selaput dara seorang perempuan dengan pengalaman seksual 

sendiri (internal) atau disebut masturbasi. Bahwa bentuknya ini sudah 

tidak sempurna seperti cincin anulus selaput dara. Namun begitu 

seorang gadis yang melakukan masturbasi masih dapat dinyatakan 

perawan, selama masturbasi itu dilakukan oleh gadis itu sendiri, tidak 

dengan bantuan orang lain. 

d. Bentuk selaput dara yang dapat dikatakan tidak lagi perawan: adalah 

selaput dara seorang wanita yang hanya memiliki sedikit aktivitas 

seksual. Dapat berupa karena pelecehan seksual ataupun tindakan 

berhubungan intim. Dan ini biasanya terjadi saat pertama pertama kali 

Selaput Dara tertembus. Dapat dikatakan bahwa hal ini dikategorikan 

sebagai tidak perawan lagi. 

e. Bentuk selaput dara vulva yaitu seorang wanita yang telah 

melahirkan. Selaput dara benar-benar hilang, atau mungkin tersisa 

sedikit. Yang jelas ini sudah bukan perawan lagi, melainkan sudah 

emak-emak. 
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Untuk mengetahui hymen wanita dapat dilakukan dengan cara 

pemeriksaan dalam, bisa melalui rumah sakit maupun bidan terdekat. 

Sebenarnya selaput dara bisa dilihat langsung ke dalam kemaluan gadis, 

apabila setelah menikah permukaan gadis yang pernah melakukan 

hubungan badan, terkesan lembam (memar), pintu kemaluan tidak tertutup 

rapat, agak renggang sedikit berarti itu sudah tidak perawan. Kalau gadis 

yang masih perawan, kemaluannya senantiasa tertutup rapat dan ciut. Kita 

bisa juga mencoba perhatikan warna kemaluan gadis, kalau permukaannya 

pintu kemaluannya berwarna ungu, kemerah-merahan berarti dia masih 

suci, akan tetapi kalau warna merah sudah pudar malah menjadi pucat, 

berarti dia sudah tidak suci lagi.122 

B. Mensyaratkan Keperawanan Perempuan Sebelum Menikah 

Dalam aturan hukum di indonesia tidak terdapat aturan mengenai 

pemberian syarat keperawanan kepada seorang perempuan. Namun dalam 

Islam terdapat berbagai bahasan mengenai hal ini. Sayyid Sabiq dalam Fiqih 

Sunnah menyebutkan ada konsekuensi akad tidak dapat dilaksanakan jika  

terbukti bahwa laki-laki menipu perempuan yang dinikahinya, atau si 

perempuan menipu laki-laki yang menikahinya. lbnu Taimiyyah memberikan 

contoh dari bentuk penipuan, yaitu, seorang laki-laki menikahi perempuan atas 

dasar keperawanan (perempuan yang ingin dinikahi mengatakan bahwa dirinya 

masih perawan), tapi dalam kenyataan, dia tidak perawan lagi. Dalam keadaan 

seperti ini, orang yang menikahinya berhak untuk membatalkan pernikahan 

 
122 Wahidah, 43. 
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dan mengambil kembali mahar yang telah diberikannya. Hal itu karena ada 

perbedaan antara mahar bagi perawan dan janda. Apabila pernikahan 

dibatalkan sebelum terjadi persetubuhan, maka dia tidak berhak atas mahar 

yang sudah diterimanya.123 

Selanjutnya disebutkan juga bahwa jika laki-laki yang akan menikah 

mensyaratkan kepada perempuan yang dinikahinya bahwa dia harus sehat, 

sempurna, cantik, berkulit putih, perawan, tapi ternyata perempuan itu tidak 

cantik, sudah tua dan beruban, berkulit hitam, ataupun janda, maka laki-laki 

yang menikahinya berhak membatalkan pernikahan. Apabila pembatalan 

dilaksanakan sebelum terjadi persetubuhan, maka perempuan yang sudah 

dinikahi tidak berhak atas mahar yang diberikan. Tetapi, apabila pembatalan 

terjadi setelah mereka melakukan persetubuhan, maka perempuan itu berhak 

atas mahar yang diterimanya, dan penggantian mahar kepada orang yang 

menikahinya dibebankan kepada orang yang menikahkannya jika orang yang 

menikahkannya telah melakukan manipulasi atau penipuan. Tapi, apabila 

perempuan itu sendiri yang melakukan penipuan, maka dia tidak berhak atas 

mahar pernikahan dan dia diharuskan untuk mengembalikannya apabila mahar 

itu telah dia terima. 

Khoirul Amin dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Dalam hukum 

islam, hukum nikah bersyarat diklasifikasikan berdasarkan pada substansi dari 

pada syarat yang diajukan. Syarat yang dapat dibenarkan adalah syarat yang 

termasuk dalam tuntutan, atau tujuan akad, serta syarat yang tidak termasuk 

 
123 Sabiq, FIkih Sunnah, 3:277. 
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dalam tuntutan serta tujuan akad, namun hanya memperkuat hal-hal yang wajib 

dalam akad serta memiliki manfaat dan maslahah yang kembali pada kedua 

belah pihak maupun salah satunya. 

Pengajuan persyaratan terkait dengan keperawanan memiliki konsekuensi 

hukum yang menghasilkan khiyâr. Meskipun sebagian besar empat madzhab 

menyatakan keabsahan persyaratan tersebut tanpa merujuk pada pendapat yang 

menyatakan bahwa tidak perawan adalah aib, namun dalam konteks mafsadah 

dan maslahat yang secara kualitatif dianggap lebih unggul dengan adanya 

kecenderungan konsepsi tentang taârud, hal tersebut dapat memberikan batasan 

dalam praktiknya. Terlebih lagi, jika dikaitkan dengan aspek psikologis yang 

dialami oleh pihak istri dan tentunya keluarga apabila persyaratan perawan 

benar-benar menjadi pilihan hak perceraiannya.124 

 

 

 

 

 
124  Khoirul Amin, “Tinjauan Maslahah Atas Hak Khiyar Terkait Sharat Keperawanan,” 

Tafaqquh : Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman 3, no. 1 (Juni 2015): 78. 
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BAB IV 

KEADILAN DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP 

PEREMPUAN TIDAK PERAWAN 

 

A. Analisis Keadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan Perempuan Tidak 

Perawan 

Keperawanan merupakan hal yang sangat berharga bagi seorang 

perempuan, yang mana sering dikiaskan sebagai sebuah mahkota yang dimiliki 

seorang perempuan. Apabila mahkota tersebut sudah hilang karena perbuatan 

yang bertentang dengan norma sosial dan agama maka nilai dari perempuan 

tersebut juga menjadi jatuh. Keperawanan di Indonesia identik dengan adanya 

darah perawan saat berhubungan badan untuk pertama kalinya atau adanya 

selaput dara. Ketidakperawanan seorang perempuan dapat menjadi salah satu 

alasan seorang suami memohon pembatalan perkawinan terhadap perempuan 

tersebut, sebagaimana yang dapat ditelusuri dalam berbagai putusan di 

pengadilan saat ini. 

Pada dasarnya aturan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak ada dasar 

hukum yang secara khusus yang mengatur tentang pembatalan perkawinan 

terhadap perempuan karena ketidakperawannnya baik dalam Undang-Undang 

Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Aturan hukum mengenai 

pembatalan perkawinan hanya diatur secara umum, yaitu apabila tidak 

memenuhi syarat pada pasal 22 sampai dengan pasal 28 Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 
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Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pada pasal 70 sampai dengan pasal 76 

Kompilasi Hukum Islam. 

Dalam pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

disebutkan beberapa alasan perkawinan dapat dibatalkan, yaitu : 

1. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan 

yang tidak berwenang. 

2. Wali nikah tidak sah.  

3. Tidak dihadiri 2 (dua orang saksi). 

4. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. 

5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami 

atau istri. 

Sedangkan dalam pasal 72 ayat 1-2 Kompilasi Hukum Islam suami atau 

istri dapat mengajukan permohonan jika : 

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang 

melanggar hukum. 

2.  Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan nikah 

apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau 

salah sangka mengenai diri suami atau istri 

Kemudian dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan 

bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : 

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. 

2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri 

pria lain yang “mafqud” (hilang tidak diketahui beritanya). 

3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain. 

4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana 

ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 

5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang 

tidak berhak. 

6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksa. 
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Dalam pasal pasal yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan di 

atas tidak disebutkan bahwa tidak perawannya seorang perempuan menjadi 

alasan dapat dibatalkannya perkawinan. Namun dalam prakteknya di Indonesia 

pembatalan perkawinan karena tidak perawannya seorang perempuan 

dihubungkan dengan alasan salah sangka atau penipuan yang dilakukan oleh 

perempuan terhadap laki-laki. Pembatalan perkawinan karena salah sangka 

atau penipuan disebutkan dalam pasal adalah pasal 27 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan :  

(2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah 

sangka mengenai diri suami atau istri.  

Serta pada pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan :  

(2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi 

penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. 

Makna dari salah sangka dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah salah sangka berarti tidak benar; tidak betul; keliru; khilaf; menyimpang 

dari yang seharusnya, luput; tidak mengenai sasaran; gagal; cela; kekeliruan. 

Salah sangka berarti duga; kira, keraguan, kesangsian. Arti dari kata salah 

sangka adalah salah mengerti; salah paham. 

Sedangkan makna dari penipuan adalah kebohongan atau keadaan tidak 

benar yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang bisa dikatakan merugikan 
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orang lain.125 Dalam pasal 378 KUHP, penipuan yaitu : “Barangsiapa dengan 

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 

hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, 

dengan tipu muslihat, atapun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain 

untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun 

menghapus piutang, diancam karena penipuan, dengan penjara paling lama 4 

(empat) tahun”. Hal ini berarti penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu, 

perkara menipu atau mengecoh, artian mengecoh sendiri ialah mengakali 

dengan cara yang kurang baik; membohongi dengan maksud menipu. Penipuan 

adalah sebuah kebohongan yang dibuat demi keuntungan pribadi dan 

merugikan orang lain. 

Menurut Haka salah sangka dapat digolongkan menjadi dua, yaitu126 :  

1. Salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan. 

Salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan, apabila 

perkawinan tersebut terjadi karena ketidaktahuan atau terdapat sebab-

sebab yang menjadi larangan perkawinan tanpa sepengetahuan kedua 

pihak, misalnya kedua mempelai sudah melangsungkan perkawinan, 

ternyata tanpa sepengetahuan kedua mempelai tersebut, mereka adalah 

satu sepersusuan dari ibu yang sama sehingga perkawinan tersebut batal 

 
125 Suprayitno, Sumarwoto, dan Arie Purnomosidi, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan 

Karena Penpuan Atau Salah Sangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 

0340/Pdt.G/2019/PA.Ska),” Rechtstaat Nieuw 5, no. 2 (Maret 2021): 118. 
126  Muhammad Haka Rahman Hakim dan Anjar Sri Ciptorukmi N, “Salah Sangka dan 

Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Noor 1 Tahun 1974 JO. Pasal 72 Ayat (2) 

Kompilasi Hkum Islam Tentang Perkawinan,” Privat Law VII, no. 1 (Juni 2019): 15. 
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demi hukum. Hal yang menjadi sebab adalah jika tidak terdapat 

kebohongan (kejujuran) dalam pembicaraan dan kesepakatan sebelum 

melangsungkan perkawinan, berarti itu terjadi karena ketidak 

sepengetahuan dan ketidaksengajaan dari kedua pihak mempelai, maka 

termasuk dalam salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan, 

sehingga perkawinan tersebut batal demi hukum dan majelis Hakim harus 

membatalkan perkawinan tersebut. 

2. Salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan sehingga dapat disebut 

penipuan. 

Penipuan tersebut dilakukan agar dapat melangsungkan perkawinan 

secara resmi di hadapan petugas yang berwenang sehingga dapat dianggap 

sah, misalnya sebelum berlangsungnya perkawinan suami dengan sengaja 

memalsukan identitas sebagai perjaka padahal sudah pernah 

melangsungkan perkawinan dan masih berstatus sebagai suami orang lain. 

Contohnya pada putusan Pengadilan Agama Nomor 

4302/Pdt.G/2021/PA.JS, alasan yang terjadi disini adalah pemalsuan 

identitas menjadi perjaka untuk dapat menikah lagi tanpa perlu adanya 

surat izin poligami. Alasan lain adalah, jika terdapat pembicaraan atau 

kesepakatan awal sebelum melangsungkan pernikahan dan apa yang 

menjadi kesepakatan tersebut tidak benar (kebohongan) maka dapat 

dikatakan sebagai penipuan, sehingga perkawinan tersebut dapat 

dibatalkan oleh Pengadilan. Pada dasarnya yang terdapat dalam 

kesepakatan awal atau kesepakatan sebelum melangsungkan perkawinan, 
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jika tidak sesuai pada kesepakatan berarti ada unsur kebohongan, sehingga 

termasuk dari salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan atau 

penipuan. 

Perbedaan yang ada pada pasal Pasal 27 ayat (2) Undang-undang 

Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut ada pada 

kata “salah sangka” dan “salah sangka atau penipuan”, pada Pasal 27 ayat (2) 

Undang-undang Perkawinan hanya dikatakan salah sangka, namun apabila 

mengambil pendapat dari Haka maka salah sangka disini juga dapat dibagi 

menjadi 2 yaitu salah sangka tanpa unsur kesengajaan atau salah sangka dengan 

unsur kesengajaan yang memiliki arti yang sama seperti dalam Kompilasi 

Hukum Islam yaitu salah sangka atau penipuan. Menurut H. Abdul Manan, 

Umumnya, penipuan terjadi melalui pemalsuan identitas, contohnya dengan 

menyatakan status lajang padahal sudah menikah. Tindakan penipuan bisa 

dilakukan oleh suami maupun istri. Salah paham dapat dianggap mirip atau 

hampir sama dengan penipuan, dan salah paham dapat timbul karena adanya 

tindakan penipuan. Dapat disarikan bahwa penipuan dapat dikategorikan 

sebagai bentuk salah paham, tetapi tidak semua kesalahpahaman dapat 

diatribusikan pada tindakan penipuan. 

1. Salah sangka tanpa unsur kesengajaan dalam pembatalan perkawinan 

terhadap perempuan tidak perawan. 

Dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 72 

ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa salah sangka dapat 

menjadi suatu alasan untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan 
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perkawinan. Salah sangka tanpa unsur kesengajaan merupakan keadaan 

dimana tidak terdapat kebohongan (kejujuran) dalam pembicaraan dan 

kesepakatan sebelum melangsungkan perkawinan, berarti itu terjadi 

karena ketidak sepengetahuan dan ketidaksengajaan dari kedua pihak 

mempelai. 

Salah sangka tanpa unsur kesengajaan terhadap seorang perempuan 

sangat memungkinkan untuk dapat terjadi. Dengan tidak adanya 

pensyaratan keperawanan pada perempuan tersebut sebelum melakukan 

perkawinan atau laki-laki tidak bertanya kepada seorang perempuan 

tentang keperawanannya sebelum melakukan perkawinan, bisa saja 

perempuan tersebut sudah tidak perawan lagi. Dengan hanya melihat dari 

fisik yang masih muda atau dari identitas yang menunjukan bahwa 

perempuan tersebut belum menikah maka laki-laki bisa saja salah 

menyangka bahwa perempuan yang dinikahinya adalah perawan padahal 

sudah tidak perawan. 

Pembatalan perkawinan terhadap perempuan yang tidak perawan 

dengan alasan salah sangka tanpa unsur kesengajaan tetap dapat diajukan, 

namun tidak memberikan keadilan kepada perempuan. Hal ini karena 

sebelum perkawinan perempuan tidak disyaratkan dan tidak ditanya 

mengenai keperawannya, maka laki-laki tidak berhak membatalkan 

perkawinan karena tidak perawannya seorang perempuan. 

Ketidakperawanan seorang perempuan juga dapat terjadi karena berbagai 
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faktor, bukan hanya karena telah melakukan hubungan seksual, melainkan 

ada faktor lain seperti kecelakaan, olahraga dan medis. 

Menurut penulis pembatalan perkawinan terhadap perempuan yang 

tidak perawan dengan alasan salah sangka tanpa unsur kesengajaan 

merupakan ketidakadilan bagi perempuan, karena perempuan disini tidak 

melakukan kebohongan dalam pembicaraan dan kesepakatan sebelum 

melangsungkan perkawinan. Ketidakperawanan karena kecelakaan, 

olahraga dan medis juga dapat menjadi alasan salah sangka karena ketidak 

pengetahuan dan ketidaksengajaan dari kedua pihak mempelai, maka 

termasuk dalam salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan, 

sehingga menurut penulis tidak adil bagi perempuan apabila dilakukan 

pembatalan perkawinan. 

2. Salah sangka dengan unsur kesengajaan atau penipuan dalam pembatalan 

perkawinan terhadap perempuan tidak perawan. 

Pembatalan perkawinan terhadap perempuan tidak perawan karena 

salah sangka dengan unsur kesengajaan atau penipuan didahului dengan 

adanya persyaratan atau pertanyaan dari laki-laki tentang keperawanan 

perempuan tersebut. Seorang perempuan sebelum menikah disyaratkan 

atau ditanya tentang keperawanannya oleh laki-laki yang ingin 

menikahinya, kemudian dia menjawab masih perawan, sedangkan dia 

sudah tidak perawan maka disini juga terjadi salah sangka dengan unsur 

kesengajaan atau penipuan. Penipuan yang dilakukan oleh perempuan 

disini bermaksud untuk menyembunyikan ketidakperawanannya dengan 
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cara berbohong untuk memperoleh keuntungan pribadi agar tetap dapat 

melangsungkan perkawinan dan merugikan laki-laki yang menginginkan 

seorang perempuan yang perawan untuk dikawininya. 

Pembatalan perkawinan karena perempuan tidak perawan dengan 

alasan salah sangka dengan unsur kesengajaan atau penipuan, adil untuk 

dilakukan pembatalan perkawinan terhadap perempuan tersebut. Karena 

kebohongan yang dilakukan menyebabkan tidak terpenuhinya syarat atau 

kesepakatan awal yang diberikan oleh laki-laki. 

Menurut penulis, sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku tidak mengatur mengenai pembatalan perkawinan terhadap perempuan 

yang tidak perawan, maka pembatalan perkawinan terhadap perempuan yang 

tidak perawan harus terlebih dahulu didasari oleh salah sangka terhadap diri 

perempuan yang disangka masih perawan ternyata sudah tidak perawan, atau 

penipuan yang dilakukan oleh perempuan dengan membohongi atau mengaku 

sebagai perempuan perawan padahal sudah tidak perawan. 

Dalam sebuah perkawinan, hal yang menjadi tujuan perkawinan 

sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 

2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan adalah untuk membentuk ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Untuk dapat membentuk ikatan lahir 

batin, menurut penulis harus ada keterbukaan, kepercayaan dan kejujuran di 

antara pihak suami dan istri. Seorang suami yang mengira istri yang dinikahi 
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adalah seorang perawan karena melihat fisiknya dan identitasnya tertera belum 

menikah, di kemudian hari diketahui bahwa istrinya sudah tidak perawan saat 

dinikahinya, tentu membuat suami menjadi kecewa yang mehilangkan 

kebahagiaan yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan. Namun disisi lain, 

perempuan yang dibatalkan perkawinannya karena salah sangka laki-laki 

terhadap keperawanannya juga memperoleh perlakuan yang tidak adil, karena 

laki-laki tidak mensyaratkan dan tidak menanyakan perihal keperawanannya 

sebelum perkawinan dilangsungkan. Tujuan perkawinan tidak semestinya 

hanya untuk pelepas kebutuhan biologis, karena jika hal itu yang menjadi 

pendorong keinginan berumah tangga maka akan banyak persoalan tak dapat 

diatasi pasangan suami istri.127 Menurut penulis apapun alasan ketidak 

perawanan seorang perempuan, jika pembatalan perkawinan didalilkan dengan 

alasan salah sangka maka akan terus menjadi ketidakadilan bagi perempuan, 

hal ini juga didukung dengan berbagai faktor tidak perawannya seorang 

perempuan bukan hanya hubungan badan melainkan banyak hal yang dapat 

mempengaruhi. 

Sedangkan jika seorang laki-laki yang mensyaratkan dan menanyakan 

perihal keperawanan seorang perempuan sebelum melangsungkan pernikahan 

dan dikemudian hari dikemudian hari diketahui bahwa istrinya sudah tidak 

perawan saat dinikahinya, tentu akan merasa sangat kecewa karena sudah 

dibohongi dan ditipu oleh perempuan tersebut. Landasan kepercayaan dalam 

 
127  Kemenag, “Tujuan Perkawinan Bukan Sekedar Pelepas Kebutuhan Biologis,” 

https://kemenag.go.id, diakses 23 November 2023, https://kemenag.go.id/nasional/tujuan-

perkawinan-bukan-sekedar-pelepas-kebutuhan-biologis-kumx9w. 
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membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tentu akan menghilang karena 

besarnya rasa kecewa yang dirasakan oleh laki-laki tersebut. kebohongan yang 

dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki tentang keperawanan menjadi 

sebab yang menjadi akibat adilnya perempuan tersebut. hal ini tergambar 

dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1573/Pdt.G/2021AA.BMS. Dalam 

putusan ini, gugatan dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya karena 

setelah perkawinan dilangsungkan suami menemui keanehan pada istrinya dan 

setelah dipaksa istri akhirnya mengaku sudah tidak perawan bahkan sedang 

mengandung anak dari laki-laki lain. Padahal sebelum pernikahan 

dilangsungkan istri mengaku bahwa masih berstatus perawan, sehingga hakim 

mengabulkan gugatan pembatalan perceraian yang diajukan oleh penggugat 

dengan salah satu pertimbangan bahwa istri memalsukan identitas dengan 

mengaku sebagai perawan padahal sudah berhubungan badan diluar 

perkawinan dan telah hamil diluar perkawinan. 

Dalam pembatalan perkawinan karena tidak perawannya perempuan 

dengan dalil salah sangka dengan unsur kesengajaan atau penipuan, sangat 

penting diketahui alasan ketidak perawanan perempuan tersebut demi 

menciptakan keadilan, khususnya bagi perempuan. Mengingat keperawanan di 

Indonesia identik dengan darah perawan atau selaput dara yang mana terdapat 

banyak faktor yang mengakibatkan tidak adanya darah perawan atau selaput 

dara pada seorang perempuan. Menurut penulis pembatalan perkawinan karena 

perempuan tidak perawan dengan dalil salah sangka dengan unsur kesengajaan 

atau penipuan yang adil hanya terbatas pada perempuan yang telah melakukan 
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hubungan seksual sebelum melangsungkan perkawinan (berzina) dan 

berbohong bahwa dia masih perawan. Sedangkan untuk tidak perawannya atau 

tidak adanya darah perawan karena alasan lain merupakan ketidakadilan bagi 

perempuan. Tidak perawannya perempuan karena olahraga yang berat dan 

kecelakaan merupakan suatu hal yang diluar kehendak dari perempuan 

tersebut, sehingga akan lebih baik jika perempuan menyampaikan kepada laki-

laki yang ingin menikahinya apabila merasa telah kehilangan darah perawan 

atau selaput daranya karena olahraga yang berat atau kecelakaan. Kemudian 

alasan ketidakperawnan atau tidak adanya darah perawan karena alasan medis 

juga merupakan ketidakadilan bagi perempuan. Karena hal ini juga di luar 

kehendak dan bahkan juga mungkin tidak diketahui perempuan tersebut. 

Pembatalan perkawinan terhadap perempuan karena tidak perawan dengan 

dalil salah sangka atau penipuan diberikan batasan untuk mengajukan 

permohonannya. Dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dan pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : Apabila 

ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya, 

dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai 

suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, 

maka haknya gugur. 

Pasal ini memberikan batasan kepada seorang suami untuk mengajukan 

pembatalan perkawinan kepada perempuan yang disangkanya perawan 

padahal sudah tidak perawan atau yang telah menipunya sebagai seorang 
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perawan padahal sudah tidak perawan apabila telah menyadari keadaannya 

diberikan batasan selama 6 (enam) bulan dari saat dia menyadari keadaannya 

tersebut untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. 

Apabila dalam jangka waktu 6 bulan tersebut tetap hidup bersama sebagai 

suami istri maka hak untuk memohon pembatalan perkawinan tersebut sudah 

tidak berlaku lagi. 

Dalam perkara pembatalan perkawinan karena alasan keperawanan 

hendaknya hakim dapat mendatangkan saksi ahli termasuk dalam hal ini 

kedokteran spesialis yang memahami hal ini, selain juga mempertimbangkan 

dalil-dalil yang telah dikemukakan terkait pemeriksaan yang dilakukannya 

untuk membuktikan dan membantah perkara yang demikian. Jadi, dalam hal 

ini hakim seharusnya perlu untuk mendatangkan saksi ahli untuk meluruskan 

permasalahan kompleks yang pada hakikatnya tidak memiliki tolak ukur, 

sehingga asas mempersulit perceraian dapat diterapkan meskipun dalam hal 

lain perselisihan terjadi sehingga tidak mencapai tujuan pernikahan lagi, 

namun dengan upaya ini dapat dicegah ataupun dipersulit dengan 

mendatangkan saksi ahli yang mampu menjawab persoalan dan meluruskan hal 

tersebut sehingga dapat memberikan keadilan pada kedua belah pihak. 

Mengacu pada prinsip keadilan korektif menurut Aristoteles yang 

berupaya memberikan ganti rugi yang sebanding bagi pihak yang merugi 

setelah terjadi suatu pelanggaran, penting untuk memberikan hukuman yang 

sesuai kepada pelaku kejahatan. Kekurangan dalam pemberian keadilan dapat 

mengakibatkan ketidaksetaraan yang sudah ada atau terbangun. Keadilan 
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korektif memiliki fungsi untuk mengembalikan keseimbangan tersebut. Dalam 

konteks keadilan korektif, prinsip-prinsip berlaku: pemberian hukuman 

sebagai ganti dari tindak pidana; restitusi untuk mengganti kerugian akibat 

kelalaian; dan pemulihan kerugian atau kerusakan ekonomi melalui tindakan-

tindakan yang menguntungkan.128 Regulasi hukum nasional melalui pasal 27 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 72 ayat 

(2) Kompilasi Hukum Islam telah memberikan pengaturan apabila dalam 

perkawinan terjadi salah sangka atau penipuan maka perkawinan tersebut dapat 

dibatalkan. Penipuan atau salah sangka dengan unsur kesengajaan dalam hal 

keperawanan juga merupakan sebuah kejahatan. Sehingga regulasi hukum 

memberikan pilihan untuk membatalkan pernikahan tersebut beserta akibat 

hukumnya seperti mengembalikan mahar untuk menebus kejahatan kepada 

perempuan tersebut dan memberikan keadilan laki-laki. Dengan demikian 

ketika terjadi pelanggaran dalam persyaratan dan hak suami maka harus ada 

ganti rugi yang harus diberikan istri kepada suami yang menderita kerugian, 

harus ada pemulihan hak suami. 

Selanjutnya, dalam konsep keadilan distributif yang diperkenalkan oleh 

Aristoteles, disebutkan bahwa setiap individu harus menerima bagian yang 

sesuai dengan haknya, dengan penekanan pada proporsionalitas. Dalam 

konteks ini, keadilan diukur melalui pemberian setiap orang haknya secara 

 
128  Zakki Adlhiyati dan Achmad, “Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami : Kajian 

Filsafat Keadilan Aristotles, Thomas Aquinas dan John Rawls,” Jurnal Hukum 2, no. 2 (2019): 417, 
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sesuai dengan proporsi yang tepat. Keadilan distributif berkaitan dengan 

penentuan hak dan pembagian hak yang adil antara masyarakat dan negara, 

mengacu pada apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.129 

Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa baik suami maupun 

istri memiliki kewajiban yang setara dalam membentuk dasar keluarga yang 

menjadi pijakan utama struktur masyarakat. Selain itu, Pasal 31 ayat (1) juga 

secara tegas menyatakan bahwa hak dan kedudukan suami serta istri harus 

seimbang dalam kehidupan keluarga dan interaksi sosial di dalam masyarakat. 

Keduanya, suami dan istri, memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum 

sesuai dengan Pasal 31 ayat (2). Dengan laki-laki tidak mensyarat atau 

menanyakan tentang keperawan perempuan yang akan dinikahinya maka laki-

laki tersebut tidak memiliki hak untuk menuntut perawannya perempuan 

tersebut. Hak mendapatkan perempuan perawan maupun laki-laki perjaka akan 

muncul dengan adanya pensyaratan keperawanan atau keperjakaan tersebut 

sebelum dilangsungkannya pernikahan. 

Dengan adanya pembatalan perkawinan dengan alasan tidak perawannya 

perempuan dengan alasan salah sangka tanpa unsur kesengajaan diketahui 

bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan bangunan 

kesederajatan antara suami dan istri dalam menjalin hubungan perkawinan. Hal 

ini karena keperawanan perempuan dikonsepkan dengan adanya darah 

perawan dan selaput dara, yang mana tidak terdapat pada laki-laki sehingga 

 
129 Giovani Aditya Arum, “Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif ST.Thomas Aquinas dan 

Relevensinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila,” Lumen Veritatis : Jurnal Filasat dan Teologi 12, 
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tidak dapat dibuktikan keperjakaannya. Dengan menitikberatkan keperawanan 

pada darah perawan dan selaput dara menimbulkan pertanyaan, apakah yang 

lebih penting hanya keperawanan istri yang harus terjaga sedangkan 

keperjakaan suami tidak.  

Dalam perspektif Aristoteles yang menempatkan keadilan sebagai 

kebajikan utama karena memberikan manfaat kepada orang lain, sebuah 

perkawinan seharusnya mampu memberikan keuntungan bagi kedua pasangan, 

bukan menyebabkan luka atau kerugian satu sama lain. Perkawinan juga tidak 

seharusnya membiarkan pengorbanan yang dipaksakan, sebagaimana yang 

diakui oleh John Rawls dalam pandangannya terhadap keadilan tanpa adanya 

pengorbanan yang dipaksakan. Kalau di masyarakat ditemukan pembatalan 

perkawinan dengan alasan ketidakperawanan karena salah sangka tanpa unsur 

kesengajaan yang membawa kerugian yang diderita oleh pasangan atau bahkan 

membawa pengorbanan yang besar demi pemenuhan nafsu untuk mendapat 

perempuan yang perawan saja, maka perkawinan tersebut tentu jauh dari kata 

adil. 

Dengan mempertimbangkan teori keadilan yang dikemukakan oleh 

Thomas Aquinas, yang menekankan pemenuhan hak kepada pihak lain, dalam 

konteks hubungan perkawinan, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi 

hak istri dengan menghormati dan tetap setia, karena kewajiban suami 

merupakan hak bagi istri. Demikian juga, istri memiliki tanggung jawab untuk 

menghormati suami. Ketidakadilan akan terjadi apabila suami tidak memenuhi 

kewajibannya untuk menghormati dan tetap setia kepada istri, atau sebaliknya 
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jika istri tidak melaksanakan kewajibannya untuk menghormati dan tetap setia 

kepada suami.130 Dalam hal terjadi pembatalan perkawinan dengan alasan tidak 

perawan atau tidak perjaka karena salah sangka tanpa unsur kesengajaan, maka 

suami tidak memenuhi kewajibannya untuk setia kepada istri atau istri kepada 

suami. Dalam perspektif Aquinas, salah satu kewajiban adalah menjalani 

kehidupan sesuai dengan moralitas. Moralitas dianggap sebagai kewajiban 

yang harus dipatuhi, termasuk dalam konteks hubungan perkawinan di mana 

terdapat kewajiban moral terhadap pasangan dan Tuhan.131 Oleh karena itu, 

tercapainya keadilan yang sejalan dengan moralitas perlu didukung oleh 

tingkat pengetahuan yang memadai. Pendidikan bagi perempuan perlu terus 

didorong dan ditingkatkan untuk menciptakan perempuan yang mandiri, 

memahami hak-haknya sebagai perempuan, dan mencapai posisi setara dengan 

laki-laki dalam rangka menciptakan kehidupan yang seimbang. 

Dalam Islam, keperawanan merupakan hal yang sangat berharga bagi 

seorang perempuan. Karena itu, menjaga keperawanan adalah sebuah 

keniscayaan dan tidak dapat dipungkiri lagi. Pergaulan yang bebas dan 

kurangnya proteksi dari orang tua membuat banyak perempuan jatuh dalam 

perbuatan yang keji dan mungkar. Perilaku seperti ini sangat memungkinkan 

untuk menjerumuskan pihak perempuan pada hilangnya kemuliaan, kesucian, 

dan harga dirinya bahkan bisa jadi terjadinya pembatalan pernikahan. Hal ini 

karena seorang laki-laki diperbolehkan untuk mengajukan syarat perkawinan 

 
130 Arum, 26. 
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131 

 

 

seperti menanyakan masalah keperawanan dengan syarat hanya untuk 

mengambil manfaat dan mencegah mudharat, maka apabila perempuan 

tersebut di awal pernikahan mengakui telah melakukan perbuatan sehingga 

terlepas keperawanannya, maka hal tersebut dikembalikan kepada laki-laki 

tersebut. Apabila laki-laki tersebut ridho dan rela bahwa perempuan tersebut 

tidak perawan maka boleh melakukan pernikahan sebagaimana tujuan nikah. 

Sehingga alasan dalam kasus pembatalan pernikahan, konsep keperawanan 

terlepas dari unsur adanya penipuan. Namun, apabila setelah pernikahan 

diketahui bahwa perempuan tersebut tidak perawan maka boleh mengajukan 

pembatalan pernikahan dengan argumen dan alasan yang kuat serta diikuti 

dengan unsur penipuan dan syiqaq. 

Pengajuan persyaratan terkait dengan keperawanan memiliki konsekuensi 

hukum yang menghasilkan khiyâr. Meskipun sebagian besar empat madzhab 

menyatakan keabsahan persyaratan tersebut tanpa merujuk pada pendapat yang 

menyatakan bahwa tidak perawan adalah aib, namun dalam konteks mafsadah 

dan maslahat yang secara kualitatif dianggap lebih unggul dengan adanya 

kecenderungan konsepsi tentang taârud, hal tersebut dapat memberikan batasan 

dalam praktiknya. Terlebih lagi, jika dikaitkan dengan aspek psikologis yang 

dialami oleh pihak istri dan tentunya keluarga apabila persyaratan perawan 

benar-benar menjadi pilihan hak perceraiannya.132 
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Menurut penulis, pembatalan perkawinan dengan alasan tidak perawannya 

merupakan sebuah keputusan yang adil apabila didahului oleh kebohongan 

atau penipuan seorang perempuan. Sebagaimana makna keadilan yang 

disebutkan Murtadha Muthahhari adil adalah memelihara hak-hak individu 

memberikan kepada setiap orang yang berhak menerima.133 Hal ini juga 

didukung oleh Sayyid Sabiq dalah bukunya Fikih Sunnah yang menyebutkan 

bahwa seorang laki-laki menikahi perempuan atas dasar keperawanan 

(perempuan yang ingin dinikahi mengatakan bahwa dirinya masih perawan), 

tapi dalam kenyataan, dia tidak perawan lagi. Dalam keadaan seperti ini, orang 

yang menikahinya berhak untuk membatalkan pernikahan dan mengambil 

kembali mahar yang telah diberikannya.134 Lebih lanjut Wahbah Zuhauly juga 

dalam bukunya Fiqih Islam wa Adillatuhu juga memperkuat dengan 

menyebutkan jika si lelaki mensyaratkan calon istrinya adalah seorang 

muslimah, lantas diketahui bahwa ternyata perempuan tersebut adalah Ahli 

Kitab. Atau disyaratkan perempuan tersebut perawan, cantik, keluarga dekat, 

tidak ada aib yang dapat dibuat membatalkan pernikahan, tapi dalam 

kenyataannya tidak demikian, maka si suami boleh melakukan khiyar dan 

mengembalikannya kepada orang yang menipunya.135 Sehingga dengan ini 

seorang laki-laki yang mensyarat perempuan yang akan dinikahinya adalah 

seorang perawan maka berhak untuk membatalkan perkawinannya tersebut 

 
133 Murtadha Muthahhari, Keadilan Ilahi : Azas Pandangan Dunia Islam (Bandung: Mizan, 
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134 Sayyid Sabiq, FIkih Sunnah, ed. oleh Muh. Iqbal Santosa, trans. oleh Abu Aulia dan Abu 
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karena perempuan yang dinikahinya tersebut sudah tidak perawan. Karena 

dengan bolehnya diajukan syarat keperawanan dalam sebuah perkawinan maka 

dengan itu juga akibat hukum yang melekat dengan nya berlaku, yaitu jika 

tidak perawan maka seorang laki-laki boleh membatalkan perkawinan tersebut 

karena terjadi penipuan atau menerima perempuan tersebut apa adanya 

walaupun dirinya melanggar syarat dengan kerelaan hati dengan tidak 

mempermasalahkan hal tersebut dikemudian hari. 

Saat seorang suami mengajukan permohonan pembatalan perkawinannya 

karena merasa ditipu oleh istrinya yang sudah tidak perawan tentu sudah dalam 

pemikiran dan pertimbangan yang matang. Sehingga apabila dilanjutkan dapat 

mengakibatkan adanya pertengkaran yang tiada henti sampai dengan terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga. Maqashid khusus dalam perkara pembatalan 

perkawinan ini adalah perlindungan jiwa (hifdz al-nafs). Perselisihan yang 

terjadi secara terus menerus (syiqaq) adalah sesuatu yang serius. Bila 

perkawinan tetap dipertahankan, bukan tidak mungkin, hal-hal yang berbahaya 

akan terjadi. Jadi, maqashid khusus disini adalah (hifdz al-nafs), dalam rangka 

terhindarnya laki-laki dari tekanan batin (sakit hati), serta terhindarnya laki-

laki dari menzalimi perempuan. Begitu juga perempuan, terhindarnya dari 

kemungkinan didzolimi oleh laki-laki. Maqashid parsial dalam perkara 

pembatalan perkawinan ini adalah kejujuran. Penyebab paling mendasar dari 

pembatalan perkawinan ini adalah ketidakjujuran (berbohong) yang artinya 

penipuan. perempuan yang mengaku dirinya masih perawan, ternyata tidak, 
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membuat laki-laki merasa ditipu. Karena ada maqashid yang diabaikan, berupa 

kejujuran, maka konsekuensi itu harus ditanggung. 

Perselisihan secara terus-menerus (syiqaq) adalah bagian dari luapan rasa 

sakit hati seorang laki-laki. Perselisihan ini terjadi pasca terbukti kondisi 

perempuan yang ternyata sudah tidak perawan. Jika perkawinan ini tetap 

dipertahankan, bukan tidak mungkin perselisihan yang saat ini hanya sebatas 

adu kata, perkataan kasar, acuh, saling mendiamkan, bisa meningkat menjadi 

kekerasan dalam rumah tangga. Pada intinya, kemaslahatan dalam rangka 

‘memelihara jiwa’ agar terhindarnya laki-laki dari tekanan batin (sakit hati), 

serta terhindarnya laki-laki dari menzalimi perempuan. Begitu juga 

perempuan, terhindarnya dari kemungkinan didzolimi oleh laki-laki. Sehingga 

dengan membatalkan perkawinan di antara keduanya dapat memelihara jiwa 

serta memberikan keadilan dengan memberikan laki-laki hak membatalkan 

perkawinannya karena telah ditipu oleh perempuan tersebut. 

Islam juga menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian 

yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi 

kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat jelas dalam sanksi berat 

yang dijatuhkan dalam masalah zina. Kehilangan keperawanan karena 

melakukan hubungan diluar pernikahan merupakan perbuatan yang 

menjatuhkan kehormatan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kehormatan 

menjadi asas yang begitu dipedulikan di dalam agama Islam, karena dengan 

kehormatan manusia bisa hidup dengan layak di muka bumi. Khususnya dalam 

kasus qadzaf, yang mana secara prinsipnya amat mengancam kehormatan 
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manusia. Syariat Islam menjatuhkan dua sanksi yang dipersiapkan bagi 

mereka: sanksi asli yang berbatas waktu, yang diberikan untuk fisik, yaitu 

dengan hukum dera sebanyak delapan puluh kali; sanksi abadi untuk eksistensi, 

bahkan menurut mazhab Hanafiyah dapat menyebabkan tidak dapat diterima 

kesaksiannya sepanjang hidupnya sampai dia bertaubat. 

Selain itu tujuan dari pernikahan adalah menjaga keturunan, Islam 

mengarahkan kadar perhatiannya yang besar untuk mengukuhkan aturan dan 

membersihkan keluarga dari cacat lemah, serta mengayominya dengan 

perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupannya. Islam tidak 

meninggalkan satu sisi pun melainkan mendasarkannya di atas peraturan yang 

bijaksana, serta menghapus cara cara yang tidak lurus dan rusak yang dijalani 

syariat-syariat terdahulu dalam masalah ini, maka Islam memberikan perhatian 

yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang 

menyebabkan pencampuran atau yang menghinakan kemuliaan nasab tersebut. 

Demi menjaga nasab yang baik tentu dengan memilih pasangan yang 

melahirkan keturunan tersebut juga harus baik dan menjaga kehormatan 

dirinya. 

B. Analisis Keadilan Gender Terhadap Pembatalan Perkawinan 

Perempuan Tidak Perawan 

Pengertian Vir-gin dalam dunia kedokteran adalah apabila seorang belum 

pernah melakukan hubungan seksual. Vir-gin-ity adalah keadaan masih 
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perawan.136 Kata “Perawan” dalam bahasa Indonesia memiliki akar dari kata 

“rawan” atau mudah terkena sesuatu atau patah atau robek. Dengan demikian , 

secara bahasa pada awal kata “perawan” tidak hanya menunjuk pada wanita 

saja tetapi bisa juga dikenakan pada laki-laki. Analogi kata “perjaka” dan 

“keperjakaan” malah mengaburkan makna yang tersirat didalamnya. Seakan-

akan “perjaka” tidak memiliki sifat yang rentan seperti yang dijelaskan 

sebelumnya.137 Padahal makna dari Virginity adalah keadaan dimana seorang 

laki-laki maupun perempuan belum pernah melakukan hubungan seksual, 

dimana perempuan disebut perawan dan laki-laki disebut perjaka. 

Membicarakan keperawanan seorang perempuan akan membuat 

kontroversi karena sarat akan bias gender. Merupakan ketidakadilan gender 

jika keperawan seorang perempuan dipertanyakan namun sebaliknya 

keperjakaan seorang laki-laki tidak dipertanyakan, padahal makna 

keperawanan pada perempuan dan keperjakaan laki-laki adalah sama, yaitu 

belum pernah berhubungan seksual. Keperawanan sering dipertanyakan karena 

tolak ukurnya adalah selaput dara dan darah perawan, walaupun itu bukan satu-

satunya yang menjadi ukuran. Sedangkan keperjakaan seorang laki-laki 

memiliki tolak ukur yang dapat dijadikan acuan. 

Pada saat ini konsep keperawanan seorang perempuan identik pada adanya 

darah perawan saat pertama kali berhubungan badan dan adanya selaput dara. 

 
136 W. A. Newman Dorland, Kamus Kedokteran Dorland, trans. oleh Huriawati Hartanto dan 

Herni Koesoemawati, 29 ed. (Jakarta: Penerbit buku Kedokteran EGC, 2002), 2398. 
137  Pribakti, Tips dan Trik Merawat Organ Intim : Panduan Praktis Reproduksi Wanita 
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Penulis menggolongkan sebab hilangnya keperawanan seorang perempuan 

sebagai berikut :138 

1. Hubungan Seksual 

Hubungan seksual merupakan faktor yang umumnya dapat 

mengakibatkan hilangnya keperawanan perempuan. Namun hubungan 

seksual juga dapat terjadi dengan berbagai macam alasan, seperti 

pemerkosaan yang dilakukan pada perempuan, hubungan seksual yang 

dilakukan dalam perkawinan yang sah dan hubungan seksual yang 

dilakukan diluar perkawinan 

2. Penggunaan alat medis atau non medis pada vagina. 

Penggunaan alat medis dalam rangka pemeriksaan didalam vagina juga 

berpotensi dapat menyebabkan hilangnya keperawanan. Masuknya benda 

lain selain alat medis juga dapat menyebabkan robeknya selaput dara. 

3. Kecelakaan, olahraga yang berat, dan benturan yang keras 

Kecelakaan serta terjadinya benturan yang keras pada daerah vagina juga 

berpotensi menyebabkan kerusakan pada selaput dara. Olahraga seperti 

berkuda dan bersepeda serta peregangan yang kuat juga dapat 

menyebabkan robeknya selaput dara. 

4. Kelainan atau keadaan berbeda dari yang pada umumnya 

Kelainan seperti tipisnya selaput dara sehingga tidak adanya darah 

perawan saat berhubungan, tebal dan elastisnya selaput dara  sehingga 
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tidak terjadi pendarahan saat berhubungan badan. Serta dapat juga terjadi 

tidak adanya selaput dara pada seorang perempuan, sehingga tidak akan 

terjadi pendarahan saat berhubungan badan untuk pertama kalinya. 

Sehingga apabila dalam pernikahan ketika memandang perempuan yang 

tidak mengeluarkan darah perawan saat berhubungan badan untuk pertama kali 

sebagai perempuan yang tidak perawan merupakan hal yang sangat keliru, 

mengingat selaput dara dan darah perawan bukan satu-satunya tolak ukur. 

Namun pada saat ini selaput dara dan darah perawan menjadi stereotip dimana 

saat tidak adanya selaput dara dan darah perawan maka dia sudah tidak 

perawan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai 

ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. 

Kuatnya stereotip mengenai selaput dara dan darah perawan ini tergambar 

dalam kisah yang Fatimah Mernissi dalam bukunya Peran Intelektual Wanita 

Sejarah Muslim yang menyebutkan bahwa di Maroko banyak perempuan yang 

melakukan sebuah tipuan keperawanan dengan cara menggunakan percikan 

darah ayam yang dilekatkan ke celana dalam sprei perempuan. Lalu, bercak 

darah tersebut diperlihatkan kepada para undangan untuk membuktikan bahwa 

pengantin perempuan tersebut masih perawan.139 Hal ini juga terjadi di 

Indonesia, dalam salah satu jurnal disebutkan bahwa tradisi kain perawan 

dalam pernikahan sangat melekat dalam kebudayaan masyarakat Muara Enim 

Sumatera Selatan. Tradisi ini dianggap sebagai upaya kontrol sosial para gadis 
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setempat untuk menjaga kehormatannya. Prosedurnya adalah pasangan ini 

akan tidur di atas tempat tidur yang dilapisi kain putih, setelah itu mereka akan 

menunjukkan pada keluarga dan kerabat apakah di kain tersebut terdapat 

bercak darah atau tidak. Jika terdapat bercak, maka pihak laki-laki akan 

memberikan cincin emas kepada orang tua perempuan. Sedangkan jika tidak 

terdapat bercak, seringkali pengantin laki-laki menjatuhkan talak”.140 Namun 

sebaliknya keperjakaan laki-laki tidak dipertanyakan disini. Seorang 

perempuan yang kehilangan keperawanannya sebelum adanya akad 

pernikahan yang sah tentu berhubungan seksual dengan seorang laki-laki, tapi 

apakah keperjakaan laki-laki ini juga dipertanyakan selayaknya perempuan?, 

tentu tidak karena keperjakaan laki laki tidak bisa diukur semudah adanya 

darah pada kain putih seperti perempuan. 

Hal ini menggambarkan bagaimana budaya juga memberikan sekat yang 

begitu besar terhadap laki-laki dan perempuan. Keadaan ini merupakan hasil 

rekonstruksi masyarakat dan budaya patriarki yang menghasilkan banyak 

ketidakadilan dalam berbagai bidang, terutama menempatkan perempuan pada 

posisi subordinat sehingga kaum perempuan menjadi kaum yang 

termarjinalkan. 

Selain itu aturan yang dijadikan sebagai dasar untuk menimbulkan alasan-

alasan pembatalan pernikahan seperti penipuan dan salah sangka dalam 

pernikahan, cenderung berpihak kepada laki-laki. Hal ini dapat dilihat dimana 

 
140 Mutia Tnseba Andani, “Perempuan dalam Konsep Keperawanan : Studi Feminis Tradisi 

Kain Keperawanan Penukal Abab Muara Enim Sumatera Selatan,” Jurnal Pendidikan dan 

Konseling 05, no. 01 (2023): 20. 
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ketidakperawanan perempuan tolak ukurnya adalah darah perawan dan selaput 

dara sedangkan pada laki-laki tidak ada. Hanya dapat terjadi pembatalan 

perkawinan karena perempuan tidak perawan, sedangkan pembatalan 

perkawinan karena laki-laki tidak perjaka sangat sulit untuk dilakukan karena 

tidak ada pembuktian yang dapat dilakukan secara fisik. Satu-satunya yang 

dapat membuktikan keperjakaan laki-laki adalah pengakuan laki-laki tersebut 

yang mengaku tidak perjaka atau pengakuan perempuan yang sebelumnya 

telah berhubungan seksual dengan laki-laki tersebut. Salah satu problem lain 

adalah bagaimana jika seorang perempuan yang di masa lalunya pernah 

melakukan hubungan intim dengan seorang laki-laki, lalu ia bertaubat. Apakah 

ia harus jujur kepada calon suaminya kelak? Padahal, bisa saja jika mengetahui 

bahwa dirinya sudah tidak perawan lagi, laki-laki tersebut akan pergi 

meninggalkannya. Sedangkan jika tidak jujur, dikhawatirkan akan 

menimbulkan masalah yang lebih besar karena mengetahuinya 

setelah menikah. Hal ini menjadi hal yang serba salah bagi seorang perempuan. 

Hal ini mencerminkan pembatalan perkawinan pada perempuan tidak 

memenuhi asas equality before the law, dimana seharusnya kesetaraan dimata 

hukum berlaku untuk semua individu, termasuk perempuan, tanpa memandang 

status perawan atau tidak. Diskriminasi berdasarkan status keperawanan ini 

tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan kesetaraan gender. 

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang 

menyebutkan : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 
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Hal ini ditekankan juga dalam ratifikasi indonesia terhadap International 

Covenan on Civil and Political Right (ICCPR) yang dalam pasal 26 ICCPR 

menyebutkan : Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan 

berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. 

Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin 

perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi 

atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama,politik atau 

pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau 

status. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan seharusnya tidak bergantung 

pada status perawan perempuan, seperti halnya pembatalan perkawinan karena 

keperjakaan laki-laki yang sulit untuk dibuktikan. 

Dari uraian di atas penulis menganggap pembatalan perkawinan terhadap 

seorang perempuan yang tidak perawan merupakan bias gender dan sebuah 

ketidakadilan gender. Hal ini menunjukan bahwa budaya patriarki masih 

sangat kuat, dimana perempuan tidak ditempatkan setara dengan laki-laki dan 

dalam kedudukan subordinat. Karena pada dasarnya tujuan pernikahan bukan 

hanya semata untuk melakukan hubungan suami-istri saja. Ada tujuan lain 

seperti melangsungkan keturunan dan beribadah. Selain itu sebab tidak adanya 

selaput dara dan darah perawan juga tidak hanya karena telah melakukan 

hubungan badan, banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhinya. 

Pembuktian secara ilmiah dan logis mengenai keperawanan perempuan juga 

sangat sulit untuk dilakukan. Adanya perkembangan zaman dimana saat ini 

operasi untuk mengembalikan atau membuat selaput dari juga menambah pelik 
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pembuktian keperawanan seorang perempuan. Perempuan yang memiliki 

selaput dara dan darah perawan saat berhubungan badan setelah pernikahannya 

juga bisa saja perawan yang dihasilkan dari operasi, hal ini dilakukannya untuk 

menipu suaminya. Kecurigaan suami terhadap istri yang tidak mengeluarkan 

darah pada malam pertama pernikahannya, sesungguhnya hal tersebut 

merupakan asumsi yang tidak mendasar, sebab keperawanan seorang wanita 

tidak cukup hanya dinilai dari ada atau tidaknya darah perawan saat malam 

pertama perkawinan, hal ini juga telah diperkuat dalam dunia medis yang 

seyogyanya dapat dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam 

membangun pernikahan maka selayaknya kehidupan rumah tangga itu harus 

didasari dengan rasa saling mengasihi, saling mempercayai, saling membantu 

untuk menjadikan pasangan itu lebih baik dari sebelumnya sebagaimana tujuan 

rumah tangga saling bekerjasama untuk mencapai keluarga yang sakinah 

mawaddah warahmah. 

Pada akhir bab ini penulis menyimpulkan bahwa Pembatalan perkawinan 

terhadap perempuan tidak perawan dengan alasan salah sangka karena unsur 

kesengajaan atau penipuan yang adil menurut penulis disini adalah apabila 

perempuan tersebut berbohong tentang keperawanannya padahal dia mengetahui 

bahwa dirinya sudah tidak perawan karena telah melakukan perbuatan yang dapat 

menghilangkan keperawanannya secara sadar dan tanpa paksaan. Perbuatan seperti 

melakukan hubungan badan diluar pernikahan dan memasukan sendiri benda-benda 

yang dapat merusak selaput dara merupakan alasan secara sadar yang membuat adil 

dalam pembatalan perkawinan. Sedangkan alasan pemerkosaan yang dilakukan 
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dengan ancaman, tipu muslihat dan tipu daya, serta alasan olahraga berat, 

kecelakaan, benturan dan alasan kelainan dari medis merupakan hilangnya 

keperawanan yang diluar kuasa perempuan tersebut yang artinya tidak disengaja, 

menurut penulis tidak adil untuk dilakukan pembatalan perkawinan terhadap 

perempuan tersebut. 

Sedangkan pembatalan perkawinan dengan alasan ketidakperawanan 

perempuan karena salah sangka tanpa unsur kesengajaan pada suatu putusan 

merupakan keputusan memiliki dasar hukum tetapi tidak memberikan keadilan 

pada perempuan. Penulis melihat bahwa ketidakperawanan seorang perempuan 

hanya sebagai tuntutan hukum yang harus ditegakan guna memutuskan suatu status 

hukum. Padahal tidak hanya sampai disitu, akibat pembatalan perkawinan bukan 

hanya masalah hukum formil yang akan diterima oleh perempuan tersebut, tetapi 

juga persoalan hukum sosial. Bagaimana nanti status hukum perempuan yang 

dengan latar belakang pembatalan perkawinan dengan sebab atau alasan yang 

didalilkan dengan persoalan tersebut. 

Dalam hal ini, konsep keperawanan yang digunakan sangat mempengaruhi 

dalam menentukan adil tidaknya suatu pembatalan perkawinan karena tidak 

perawannya perempuan. Jika konsep seorang perempuan perawan adalah yang 

belum pernah berhubungan seksual maka jelas pembatalan perkawinan terhadap  

perempuan yang tidak perawan artinya adalah terhadap perempuan yang 

sebelumnya sudah melakukan hubungan seksual. Sehingga jika calon suami 

bertanya tentang keperawanannya, perempuan dapat menjawab jelas alasan jika 

tidak sudah tidak perawan, baik karena pemerkosaan, perzinahan maupun 



144 

 

 

hubungan seksual dalam perkawinan yang sah, calon suami dapat memilih untuk 

menerima dengan apa adanya atau meninggalkannya. Jika perempuan tersebut 

membohongi dengan menjawab masih perawan dan setelah menikah dia terbukti 

tidak perawan karena telah berhubungan seksual sebelumnya suami berhak untuk 

mengajukan pembatalan perkawinan karena telah ditipu, dimana adil tidaknya 

pembatalan tersebut berhubungan dengan alasan tidak perawannya perempuan 

tersebut 

Kemudian jika konsep perawannya seorang perempuan didasarkan pada 

adanya darah perawan dan selaput dara maka menurut penulis terlebih dahulu harus 

dicari alasan tidak adanya darah perawan dan selaput dara tersebut. Pembatalan 

perkawinan terhadap perempuan tidak perawan yang adil dalam konsep ini, 

menurut penulis hanya terbatas pada tidak adanya darah perawan dan selaput dara 

karena telah melakukan hubungan seksual sebelumnya. Hal ini didasarkan pada 

pengertian keperawanan secara medis, yaitu belum pernah berhubungan seksual. 

Sedangkan pembatalan perkawinan dengan alasan darah perawan dan selaput dara 

yang tidak ada karena kecelakaan, olahraga berat, penggunaan alat medis dan 

kelainan pada selaput dara merupakan suatu ketidakadilan. Hal ini karena faktor 

tersebut bukan merupakan kesengajaan dan diluar kuasa dari perempuan tersebut. 

Dalam islam pengaturan pembatalan perkawinan karena tidak perawannya 

perempuan dapat dilihat pada kitab Fiqh Sunnah yang ditulis Sayyid Sabiq dan Fiqh 

Islam dari Wahbah Zuhaily. Disebutkan bahwa pembatalan perkawinan karena 

tidak perawannya seorang perempuan dapat dilakukan karena adanya pensyaratan 

terlebih dahulu oleh laki-laki terhadap perempuan tersebut. Sehingga jika terjadi 
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kebohongan atau penipuan maka perempuan tersebut dapat dibatalkan 

perkawinannya. Pembatalan perkawinan disini dilakukan karena jika perkawinan 

tetap dipertahankan, bukan tidak mungkin, hal-hal yang berbahaya akan terjadi. 

Jadi, maqashid khusus disini adalah (hifdz al-nafs), dalam rangka terhindarnya laki-

laki dari tekanan batin (sakit hati), serta terhindarnya laki-laki dari menzalimi 

perempuan. Begitu juga perempuan, terhindarnya dari kemungkinan didzolimi oleh 

laki-laki. 

Konsep kedua keperawanan di atas sangat erat kaitannya dengan ketidakadilan 

gender. Dimana keperawanan hanya dilihat dari adanya darah perawan dan selaput 

dara. Padahal ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi ada atau tidaknya 

selaput dara tersebut. Mudahnya menganggap perempuan tidak perawan karena 

tidak adanya selaput dara dan darah perawan berbanding terbalik dengan sulitnya 

membuktikan ketidak perjakaan seorang laki-laki yang tidak memiliki ciri fisik. Hal 

ini berlanjut dengan sangat dimungkinnya permohonanan pembatalan perkawinan 

karena perempuan tidak perawan dan sangat sulitnya pembatalan perkawinan 

karena laki-laki tidak perjaka, yang membuat adanya diskriminasi sehingga tidak 

adanya kesetaraan hukum bagi perempuan. Hal ini menunjukan bahwa pembatalan 

perkawinan pada perempuan tidak memenuhi asas kesamaan dimata hukum atau 

equality before the law. Terjadi Diskriminasi berdasarkan status keperawanan ini 

tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan kesetaraan gender. Oleh 

karena itu, pembatalan perkawinan seharusnya tidak bergantung pada status 

perawan perempuan, seperti halnya pembatalan perkawinan karena keperjakaan 

laki-laki yang sulit untuk dibuktikan.


